BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
1. Korupsi tidak boleh ditoleransi. Korupsi harus diselesaikan secara hukum.
Berbicara mengenai bagaimana hukum berurusan dengan korupsi, banyak orang
hanya memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Memang, hukum
pidana Indonesia mengandung banyak ketentuan yang berhubungan dengan
hukuman terhadap mereka yang melakukan korupsi. Mereka tampaknya lupa
bahwa hukum perdata Indonesia pun mengandung ketentuan-ketentuan tertentu
yang dapat diterapkan dalam hubungan dengan korupsi. Tulisan ini
mendiskusikan bagaimana menerapkan ketentuan-ketentuan hukum, serta
permasalahan yang dihadapi oleh para ahli hukum dalam penerapan hukum.
Diskusi dalam tulisan ini menemukan bahwa pasal-pasal dalam UU
pemberantasan korupsi yang berhubungan dengan gugatan perdata mengandung
ketentuan yang sempit. Contohnya, Pasal 32 menentukan bahwa jika ada
kerugian Negara, tetapi tidak ada bukti untuk menyangka si tersangka telah
melakukan korupsi, penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa
Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan guna menyelesaikan
perkara melalui proses perdata. “Ketentuan ini sempit, sebab hanya
berhubungan dengan penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti,
sementara Pasal 109 KUHAP menentukan ada 3 alasan bagi penghentian
penyidikan, yaitu tidak cukup bukti, perbuatan yang disangkakan tidak
dikategorikan sebagai tindak pidana, atau perkara harus ditutup demi hukum,
seperti karena meninggalnya tersangka atau karena lewatnya tenggang waktu
untuk penuntutan (kadaluwarsa). Selain itu, banyak hal atau kasus yang saat ini
belum diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Salah satu
permasalahan yang belum diatur adalah tentang penyelesaian apabila pelaku
tindak pidana korupsi meninggal dunia dan tidak ditemukan ahli waris untuk
dilakukan gugatan perdata. Selain pengaturan pada hukum pidana, dalam
KUHPerdata juga dikenal adanya Balai Harta Peninggalan. Tugas Balai Harta

Peninggalan (BHP) ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang
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yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri
kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk
mengembalikan kerugian negara apabila pelaku tindak pidana korupsi
meninggal dunia dan hasil tindak pidana korupsi belum dipulihkan untuk
negara.

. Penggunaan Gugatan Perdata dalam kasus Tindak Pidana Korupsi merupakan
suatu upaya untuk melakukan perampasan aset atas koruptor. Namun upaya
perampasan aset koruptor itu sendiri masih jarang digunakan oleh Jaksa
Pengacara Negara yang memiliki wewenang untuk menggugat terdakwa secara
perdata. Padahal, upaya perampasan aset Koruptor itu sendiri merupakan upaya
yang lebih efektif dibandingkan dengan hanya melakukan penjatuhan hukuman
pidana saja. Dengan dilakukannya upaya perampasan aset Koruptor dapat
mengembalikan kerugian Negara dan memberikan efek jerah terhadap terpidana
dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Hal ini pun dapat dijadikan sebagai
pembelajaran untuk masyarakat agar tidak melakukan praktik korupsi.
Pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri tampak berharap
untuk pengembalian keuangan Negara sebanyak-banyaknya. Misalnya pada
ketentuan tentang dimungkinkannya melakukan Gugatan Perdata dalam hal
penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur Tindak
Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti. Padahal secara nyata telah ada
kerugian Negara (Pasal 32), Gugatan terhadap ahli waris, dan terhadap putusan
bebas masih dimungkinkan dilakukan Gugatan Perdata.

NCB sangat berguna dalam menyelesaikan masalah ini, karena yang digugat
adalah asetnya atau hartanya bukan pemiliknya. NCB merupakan perampasan
aset tanpa adanya pemidanaan pelaku. Sedangkan perampasan aset NCB
merupakan alat penting untuk memulihkan hasil dan instrumentalisasi korupsi.
Ini merupakan mekanisme yang sah dalam melaksanakan penahanan,
perampasan aset curian tanpa perlu adanya pemidanaan kejahatan. Karena ini
merupakan esensi keberhasilan pemulihan aset ketika dihadapkan pada situasi
pelaku kejahatan telah meninggal dunia, telah melarikan diri dari yurisdiksinya,

kebal terhadap investigasi atau penuntutan, atau intinya terlalu kuat untuk
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dituntut. Bahkan jumlah yurisdiksi telah bertambah dalam mendirikan rezim
perampasan aset NCB. Rezim-rezim demikian telah direkomendasikan pada
tingkat wilayah dan multilateral oleh sejumlah organisasi. Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UNCAC) mengundang negara-negara untuk
mempertimbangkan izin bagi perampasan aset NCB terhadap aset curian apabila
pihak yang melakukan kejahatan tidak dapat dituntut.

5.2 Saran

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam penanganan kasus tindak
pidana korupsi adalah belum ada pengaturan khusus tentang pelaku tindak pidana
korupsi yang meninggal dunia dan tidak ditemukan ahli waris untuk dilakukan
gugatan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berwenang memiliki kesulitan dalam
mengembalikan kerugian keuangan negara. Sehingga perlu pengaturan khusus
dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait bagaimana
prosedur yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam membantu
mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana
korupsi.
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